
Menimbang a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan
fungsi serta kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu
pcnyesuaian hak keuangan dan administratif pimpinan dan
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu
SungaiTcngah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu merubah Peraturan Bupati Hulu
Sungai Tcngah Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu SugaiTengah Nomor 8
Tahun 2017 lentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dcwan Perwakilan
Rakyat Daerahdalam Peraturan Bupati.

1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar NegaraRepublik indonesia
Tahun 1945;

2. Undang - Undang Nomor27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pcmbcntukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai
Undang - Undang (Lembaran Ncgara Repub1ik Indonesia
Tahun 1959 Nomo 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Inidoncsia Nomor 1820);

3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembcntukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 82,
Tambahan Lernbaran Negara Repub1ik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
LembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor6398);

Mengingat

BUPAT1HULUSUNGAITENGAH,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

PERUBAHANATASPERATURANBUPATIHULU SUNGAITENGAH
NOMOR58 TAHUN2017 TENTANGPELAKSANAANPERATURANDAERAH

KABUPATENHULUSUNGAlTENGAHNOMOR8TAHUN2017
TENTANGHAKKEUANGANDANADMINISTRATIFPIMPINAN
DANANGGOTADEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH

TENTANG

NOMOR 1.G.. TAHUN2021

PERATURANBUPATIHULUSUNGAITENGAH

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH



4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana tclah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

5. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang
Pernbinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2017
Nornor 73, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tah un 2017 ten tang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lem.baran
Negara Republik indonesia Nomor 6057);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahuri 2019 Nomor 42, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagairnana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tl;ngah Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Daerah sebagairnana telah diubah bcbcrapa kuli terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten l Iulu Sungai Tengah
Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah; dan



Besaran Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah adalah sebesar Rp. 15.000.000,00 ( lima belas juta rupiah )
perorangan perbulan dan dikcnakan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang
dibebankan kepada yang bcrsangkutan sesuai dcngan ketentuan peraturan
perundang - undangan.

Pasal 15

2. KetentuanPasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) sebesar Rp.
16.000.000,00( enambelasjuta rupiah) Perorang;

(2) Besaran Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyal Daerah
sebesar Rp. 15.000.000,00 ( lima belas juta rupiah) Perorang;

(3) Tunjangan Perumaban scbagaimana dimaksud pada ayat(l) dan ayat (2),
dibayar setiap bulan dan dikenakan pajak Penghasilan Pasal 21 yang
dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang - undangan.

Pasal 11

1. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Beberapa Ketcntuan dalam Pcraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 58
Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Tengah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2017 Nomor 58) diubah sebagai berikut :

BAB 1

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAIIAN ATAS PERATURAN
BUPATT HULU SUNGAJ TENGAH NOMOR 58 TAHUN 2017
TJ!:NTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGATTENGAH NOMOR 8 TAHUN 2017TENTANG HAK
KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PTMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKTLANRAKYAT DAERAH

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 8
Tahun 2017 ten tang Pelaksanaan Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah;



BERlTA DAE AH J<ABUPATENHULD SUNGAI TENGAH
TAHUN 2021 NOMOR 30

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATE ULll SUNGAI TENGAH

Diundangkan di Barabai
Pada tanggaJ 4 JanUllri 2021

A.

BUPATI HULU SUNGAJ TENGAH'f

Ditetapkan di Barabai
Pacta tanggal 4 Januari 2021

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan pcnempatannya dalam Berita lJaerah Kabupaten Hulu
Surigai Tengah.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021.

BAB 1I

(II Belanja rumah tangga digunakan untuk membiayai Makanan dan
MinumanHarian bagiKetuaDPRD.

(2) Belanja rumah tangga scbagai dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar
Rp. 20.000.000,OO( dua puluh juta rupiah l

Pasal 17

3. Ketentuan Pasal 17 diubah , sehingga berbunyi sebagai bcrikut :


